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A. Latar Belakang Penelitian

Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea 4 menyatakan
tujuan Negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil,
makmur, dan sejahtera. Tujuan tersebut dapat di capai dengan adanya
pembangunan nasional yang diterapkan disegala bidang. Dibutuhkan biaya
dan dana yang besar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut
Kementrian Keuangan Republik Indonesia tahun 2016, salah satu sumber
utama pembiayaan negara adalah melalui pajak yang menopang 85,6 % untuk
pendapatan nasional negara. Tanpa adanya pajak, pembangunan nasional
tidak akan terlaksana sehingga berdampak kepada tidak tercapainya tujuan
negara.

Menurut Mardiasmo (2016), Pajak terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat
dan pajak daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib
pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak daerah
menurut UU no 28 tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi 2 yaitu pajak



provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terbagi dalam beberpa jenis
diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,
dan Pajak Rokok.

Penelitian ini menitikberatkan pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karena sumber terbesar Pendapatan
Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kedaraan
Bermotor. Sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY penghasilan dari PKB dan BBN-KB di
DIY mencapai 1,4 triliun dari total PAD sekitar 1,67 triliun pada tahun 2016.
Jumlah ini menunjukkan bahwa sumber dana PAD sebesar 85 % berasal dari
PKB dan BBN-KB dan sisanya berasal dari Pajak air Pemukaan dan Pajak
Rokok.

Mengingat begitu besarnya pengaruh PKB dan BBN-KB terhadap
PAD, maka kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan guna mencapai
terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kesadaran
masyarakat mengenai kepatuhan dalam membayar pajak adalah hal utama
untuk mencapai tujuan negara Indonesia melalui pembangunan nasional.
Kepatuhan yang dimaksud adalah tingkat dimana wajib pajak telah mematuhi
Undang-Undang Perpajakan dan memenuhi kewajibannya dalam melakukan

administrasi perpajakan.



Menurut DPPKA DIY , jumlah kendaraan bermotor di DIY tahun 2016
mencarai 3,9 juta unit namun jumlah wajib pajak yang membayar PKB dan
BBN-KB hanya 1,3 juta. Data tersebut mengindikasikan bahwa hanya ada
sekitar 33,24% wajib pajak yang patuh untuk melakukan kewajibannya
membayar PKB dan BBN-KB dan tidak sebanding dengan peningkatan
kendaraan bermotor yang beredar. Hal ini juga ditunjukkan dengan presentase
kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2013 hingga 2016
sebagai berikut :

Tabel 1

Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam
membayar PKB dan BBN-KB

Tahun Jumlah Jumlah Wajib Pajak yang | Presentase Kepatuhan
Kendaraan Melakukan Kewajiban Wajib Pajak
Bermotor Kendaraan Bermotor

2013 3.643.412 1.443.213 39,61 %

2014 3.707.232 1.470.483 39,67 %

2015 3.754.247 1.570.159 41,82 %

2016 3.969.561 1.319.488 33,24 %

Sumber : BPS dan DPPKA DIY tahun 2013-2016

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor dalam membayar PKB dan BBN-KB di 5 kantor samsat
yang ada di DIY mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terutama dari
tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 8,58 %.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta
sangat rendah dan terdapat tax gab yaitu keadaan yang menunjukkan realita

pendapatan tidak sesuai dengan perkiraan yang diharapkan.




Dari pengertian mengenai Pajak Daerah, dijelaskan bahwa setiap warga
negara yang berada pada suatu daerah wajib membayarkan pajak nya kepada
pemerintah, begitu juga pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu
jenis pajak daerah. Setiap warga negara yang mempunyai kendaraan bermotor
wajib membayarkan pajak nya kepada pemerintah.

Apabila terjadi pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor juga
wajib melaporkan kepada pemerintah untuk melakukan balik nama agar data
pemilik kendaraan bermotor yang baru tercatat oleh kantor samsat dan
pemilik lama tidak dikenakan pajak progresif. Diberlakukannya bea balik
nama ini juga akan memudahkan pemilik kendaraan bermotor dalam
membayar PKB tahunan. Menurut UU RI no 28 tahun 2009 pasal 4 ayat 1
yang berbunnyi “ Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan” dan pasal 10 ayat
1 yang berbunyi “Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah
orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan
Bermotor”. Oleh karena itu, setiap warga negara yang termasuk dalam subjek
pajak tersebut wajib memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban
pembayaran PKB dan BBN-KB sebagaimana telah diatur dalam Undang-
undang tersebut.

Kesadaran tersebut dapat ditingkatkan dengan mengamalkan ajaran
Islam. Apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk membayar pajak,
berarti masyarakat juga telah patuh terhadap agamanya sendiri. Dalam

Agama Islam juga telah ditegaskan bahwa setiap orang wajib menyampaikan



amanah yang diberikan kepadanya. Begitu juga dengan adanya
ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan cerminan dari
pelanggaran dalam Agama islam yaitu tidak menyampaikan Amanah yang

diberikan kepadanya. Seperti yang termuat dalam Q.S An-‘Anfal ayat 27 :
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui”. [Q.S. (8) : (27)].

Dalam Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman,
diwajibkan untuk menyampaikan amanat yang diberikan kepadanya. Dan
dilarang untuk meninggalkan amanat tersebut dengan sengaja ataupun
melalaikannya. Begitu juga dengan amanat untuk membayarkan pajak
sebagai kewajiban seseorang terhadap Negaranya. Hal ini juga dapat
diterapkan pada kepatuhan dalam membayar PKB dan BBN-KB yang
merupakan amanat yang diberikan kepada warga negara dari pemerintah
daerah atas kewajibannya dalam kepemilikan kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi hal yang paling penting
untuk diperhatikan oleh Pemerintah. Mengingat peningkatan peredaran
kendaraan bermotor sangat tinggi, maka harus didukung dengan tingkat
penerimaan PKB dan BBN-KB yang seimbang. Hal ini bertujuan untuk

mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti

perbaikan jalan, sekolah, fasilitas umum, dll. Nantinya, pembangunan daerah



ini merupakan timbal balik dari adanya pajak kepada warga negara atas
kepatuhannya dalam membayar pajaknya.

Pemecahan masalah mengenai kepatuhan wajib pajak memang tidak
mudah. Perlu banyak cara dan kerjasama pemerintah untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak adalah Kesadaran wajib pajak, Kewajiban Moral, Kualitas
Pelayanan fiskus, dan Sanksi perpajakan (Putri dan Jati, 2013). Selain itu,
beberapa faktor lain seperti Tarif pajak, Sosialisasi perpajakan, serta
Pemahaman Perpajakan juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak (Ananda dkk., 2015).

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
dengan adanya sosialisasi perpajakan dengan maksud untuk meningkatkan
pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, dengan
dilakukannya sosialisasi perpajakan diharapkan adanya kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak. Melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, maka
diharapkan masyarakat akan lebih patuh untuk membayar PKB dan BBN-KB.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Rasmini (2012)
menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB pada KPP
Klaten. Namun hal ini bertolak belakang pada penelitian yang dilakukan oleh
Utami dan Kardinal (2013), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak di

Palembang Seberang Ulu.



Apabila wajib pajak telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak,
maka pemerintah harus mengimbanginya dengan adanya pelayanan yang
baik. Kualitas pelayanan ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan wajib
pajak saat membayarkan pajaknya. Dengan adanya kepuasan ini, maka
diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB dan BBN-
KB akan meningkat. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri dan
Setiawan (2017), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
secara signifikan terhadap kepatuahan wajib pajak. Namun, hal ini tidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), yang
menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Adanya pelayanan yang berkualitas, maka pemerintah dapat
menerapkan adanya sanksi terhadap wajib pajak yang telah melanggar atau
dengan sengaja tidak membayarkan kewajibannya. Sanksi perpajakan ini
akan menjadi tolok ukur masyarakat dalam melakukan administrasi
perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan yang ketat, akan menyebabkan
masyarakat lebih waspada untuk melanggar peraturan khususnya dalam
membayar perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Palil dan Mustapha (2011), menyatakan bahwa sanksi perpajakan
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini tidak
sejalan dengan penelitian oleh Winerungan (2013), yang menyatakan bahwa
sanksi perpajakan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.



Selain melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan,
hingga diterapkannya sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga
dipengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak
dinilai sangat rendah karena banyaknya keluhan masyarakat akan adanya tarif
yang diterapkan kurang seimbang dengan pendapatan wajib pajak. Belum
lama ini mulai Januari 2017 telah ditetapkan adanya tarif yang baru untuk
PKB dan BBN-KB. Adanya kebijakan baru ini menyebabkan masyarakat atau
wajib pajak resah dengan tingginya tarif baru. Penelitian mengenai tarif pajak
juga pernah dilakukan oleh Kristanty dkk. (2015), yang menyatakan bahwa
tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Widorini dan Nugroho (2014), yang menyatakan bahwa Tarif
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Putri dan Setiawan (2017),
yang menggunakan 4 variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak,
pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan
sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa semua variabel memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utami dan Kardinal
(2013), yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu juga dengan

penelitian yang dilakukan Winerungan (2013), bahwa sanksi perpajakan dan



pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PKB.

Pada penelitian ini menggunakan empat variabel independen dari
penelitian yang telah disebutkan yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas
pelayanan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan yang dapat memicu
kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen terutama dalam membayar
PKB dan BBN-KB. Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu
memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB karena tingkat
kepatuhan wajib pajak masih rendah terutama di DIY. Pengambilan populasi
pada penelitian adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan di DIY.

Sebelumnya, di DIY sendiri penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak
dalam membayar PKB dan BBN-KB masih jarang ditemui. Hal ini
dibuktikan dengan masih sedikitnya jurnal yang membahas tentang kepatuhan
wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Sehingga peneliti semakin
tertarik untuk melakukan penelitian pada bidang ini. Berdasarkan latar
belakang tersebut, judul penilitian ini adalah “Pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan

Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor”
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. Rumusan Masalah

Mendasarkan pada latar belakang diatas, rumusan masalah dari

penelitian ini sebagai berikut :

1.

Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor?

Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor?

Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor?

Apakah tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor?

. Tujuan Penelitian

1.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :
Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan

bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
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2. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh Kualitas Pelayanan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh Sanksi Perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh Tarif Perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan

bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Dengan riset ini dapat digunakan untuk pengembangan Hukum
Perpajakan yang ada di Indoneisa, sehingga menjadi lebih baik.
b. Dengan riset ini dapat digunakan untuk pengembangan Ilimu
Akuntansi khususnya bidang Perpajakan.
c. Dengan riset ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu

Manajemen Perpajakan.
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi Dirjen Pajak (SAMSAT)
e Sebagai bahan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib
pajak yang berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan daerah.
e Sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah mengenai sistem
sosialisasi, pelayanan fiskus, maupun untuk menentukan besarnya
tarif khususnya pada PKB dan BBN-KB.
b. Bagi Perguruan Tinggi
Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan
pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan serta dapat digunakan
sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat menambah
kajian ilmu akuntansi perpajakan dalam hal kepatuhan wajib pajak
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
c. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan
pertimbangan masyarakat untuk mengetahui sistem perpajakan dan
pentingnya membayar pajak sehingga akan membantu dalam
peningkatan  Pendapatan Asli Daerah dan  menyukseskan

pembangunaan Daerah.



